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KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR       /KEPMEN-KP/2016
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KKP 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
	Menimbang
	:
	a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 perlu mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Road Map Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2015-2019.

	Mengingat

	:
	1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP; 

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);


MEMUTUSKAN : 
	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KKP TAHUN 2015-2019.

	KESATU
	:
	Menetapkan dan mengesahkan Road Map Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2015-2019  sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 



	KEDUA
	:
	Dalam rangka operasionalisasi Road Map Reformasi  Birokrasi KKP Tahun 2015-2019 sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan  berkelanjutan, disusun Rencana Kerja Tahunan dari 8(delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yang      merupakan penjabaran dari Road Map Reformasi    Birokrasi KKP Tahun 2015-2019.

	KETIGA
	: 
	Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN 
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR          /KEPMEN-KP/2016
TENTANG 




ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KKP 2015-2019
BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang



Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi (RB) melalui Grand Design RB Nasional 2010 – 2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010) dengan tujuan: “Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara”. 



Program ini dijabarkan melalui Road Map RB lima tahunan yang pada tahap awal dilakukan untuk periode 2010 – 2014 (Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014), meliputi 8 area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) ditambah satu pokja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk menjamin agar pelaksanaan RB dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.



Melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi, maka segala upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur perlu diarahkan kepada perbaikan lingkungan birokrasi yang didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang baku menuju sistem manajemen publik yang lebih fleksibel dan lebih berorientasi pada kepentingan publik. Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat,  produktivitas  aparatur  meningkat,  kesejahteraan  pegawai  meningkat,  dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada KKP.
Tujuan Reformasi Birokrasi di KKP secara umum yaitu kinerja birokrasi KKP menjadi lebih efektif dan efisien melalui pendekatan yang sistematik untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan menciptakan aparatur Negara yang bersih, profesional dan bertanggung jawab serta selalu menghasilkan berbagai inovasi dalam rangka memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat/publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka KKP membentuk Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 yang akan menjadi patokan mengenai kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.


Dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, KKP telah menyiapkan strategi dan program Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai KKP di berbagai kebijakan dalam delapan area perubahan. Hasilnya tentunya adalah peningkatan dan perubahan positif di berbagai bidang, baik yang terkait dengan internal organisasi KKP maupun dengan peningkatan kinerja KKP.

1.1 Perubahan Secara Terencana



Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah disusun strategi pembangunan melaui tiga dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Ketiga dimensi tersebut tentunya juga dilaksanakan oleh KKP yang berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang KKP, KKP melaksanakan tugas pemerintahan di kelautan dan perikanan.



Untuk menjamin terlaksananya tiga dimensi tersebut tentunya juga didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban, politik dan demokrasi serta tata kelola reformasi birokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh KKP. Keberlanjutan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi pada tahun 2010–2014  menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2015-2019 di KKP. Strategi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai berikut:

1. memelihara dan meningkatkan;
2. melanjutkan upaya perubahan;

3. Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi pemecahannya;

4. Memastikan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di KKP.

Sehingga pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan KKP sudah beranjak pada tahapan selanjutnya dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi Reformasi  Birokrasi secara nasional  pada  tahun  2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

KKP berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

a. Pelaksanaan tugas, pokok, wewenang dan fungsi berorientasi pada prinsip efektif, efisien,
 dan ekonomis;

b. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil);

c. Seluruh unit kerja menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
d. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap unit kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja KKP secara keseluruhan.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi KKP yaitu:
1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;

2. Birokrasi yang efektif dan efisien;

3. birokrasi yang memiliki pelayanan public yang berkualitas.
Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di KKP akan mengubah mind set dan cultural set birokrat KKP kearah yang lebih professional, produktif,  dan  akuntabel  untuk memenuhi ke 3 (tiga)  sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2025.

1.2 Faktor Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi  di KKP
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KKP terus mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan semua aspek  yang  mendukung. Faktor kunci  keberhasilan  Reformasi  Birokrasi  di KKP antara lain:

1. Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi  Birokrasi.
Dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi KKP, komitmen pimpinan selalu didapatkan, ditandai dengan penandatangan kesiapan KKP untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi fokus prioritas kegiatan KKP.

2. Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan utamanya terkait revolusi mental aparatur KKP. Pada hakikatnya, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di KKP merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat.

3. Mengerahkan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi   Birokrasi.

Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen KKP untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan KKP. Upaya pengerahan seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan prasarana dan sarana.

4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi   Birokrasi di lingkungan KKP diupayakan menjadi kebutuhan KKP, tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi prioritas   pemerintah,  tetapi  sudah  merupakan kebutuhan organisasi.

5. Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang lebih baik.

6. Upaya perbaikan dilakukan secara terus-menerus, holistik,   terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi living document) maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasinya.

BAB II

REFORMASI BIROKRASI KKP
A. Gambaran Umum

Pelaksanaan reformasi birokrasi di KKP merupakan bagian dari komitmen penyelenggara negara untuk menciptakan aparat sipil negara yang professional dan dapat diandalkan untuk menghadapi tantangan yang besar di masa yang akan datang. Sebagai lembaga negara yang menjadi tumpuan pelaksanaan visi dan misi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim, KKP memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut.

Seperti halnya kementerian atau lembaga negara lain, KKP juga menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pelayan masyarakat, seperti belum tertatanya organisasi secara baik, disharmoni peraturan perundang-undangan, masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi unit-unit organisasi, belum optimalnya kinerja dan pengembangan sumber daya aparatur, serta belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan publik. Kesemuanya itu menuntut dilakukannya perbaikan secara menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan agar tata pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Dalam konteks reformasi birokrasi di KKP, reformasi birokrasi diarahkan pada bagaimana menciptakan birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi KKP untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tersebut.
B. Harapan Pemangku Kepentingan
……………….

C. Permasalahan Birokrasi
1. Permasalahan Bidang Manajemen Perubahan Pola Pikir/Mind Set dan Budaya Kerja (Mental Aparatur)


KKP sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang kelautan dan perikanan, telah menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan pelayanan publik yang baik, meskipun masih adanya keluhan pelanggan terhadap lambatnya pelayanan, tidak konsisten dan tidak samanya persepsi petugas pelayanan. Untuk itu perlu dilakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai pada pelayanan publik melalui pelatihan yang terstruktur dan merubah mindset pegawai dari budaya feodal menjadi budaya melayani.

Pembentukan gugus revolusi mental merupakan upaya merubah mental pegawai agar lebih profesional, adaptif dan melayani. 

Permasalahan reformasi birokrasi secara nasional yang juga dapat terjadi di KKP terkait manajemen perubahan adalah:

a. Peran dan fungsi birokrasi masih belum optimal.

Masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik di berbagai sektor kehidupan, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta rendahnya akuntabilitas kinerja aparatur.

b. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan

c. Rendahnya indikator tingkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi.

d. Rendahnya kualitas pelayanan publik, mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal (high cost economy) untuk mendapatkan pelayanan publik.

e. Ketidakpastian   (uncertainty)   waktu   dan   biaya,   menjadikan   masyarakat enggan berhubungan dengan birokrasi.

f. Merupakan   gambaran   dari   ciri   sebuah   birokrasi   tradisional.   Birokrasi tradisional dicirikan antara lain sikap minta dilayani, mahal biaya, mempersulit dan Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berkepanjangan dan harus diubah agar menjadi lebih baik, yaitu birokrasi mau melayani dengan sepenuh hati (willing to  give  good  services),  murah  biayanya  (cheaper),  serta  mempercepat (faster) layanan dan bukan sebaliknya.
2. Permasalahan Penguatan Peraturan Perundang-undangan
Beberapa permasalahan di dalam penataan peraturan perundang-undangan di KKP antara lain:

a. Pengaturan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan substansinya tidak konsisten sehingga menyulitkan dalam perumusan dan pengharmonisasian penyusunan peraturan perundang-undangan.

b. Masih adanya egoisme sektoral dari masing-masing instansi terkait/unit kerja Eselon I.

c. Wakil-wakil yang hadir dalam pembahasan peraturan perundang-undangan sering berganti-ganti dan tidak berwenang mengambil keputusan.

d. Substansi/materi muatan belum sempurna. dan

Pemrakarsa belum menguasai substansi/materi muatan yang akan diatur.

Salah satu langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu perlunya dilakukan konsultasi publik guna mendapatkan tanggapan/masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, hal ini perlu dilakukan guna mengetahui tingkat penerimaan masyarakat apabila suatu peraturan perundang-undangan telah berlaku.
3. Permasalahan Penguatan Kelembagaan
Berdasarkan  hasil  evaluasi  yang  telah  dilakukan,  diidentifikasi  terdapat duplikasi fungsi antar unit organisasi di lingkungan KKP maupun dengan instansi lain, ketidaksesuaian jenjang organisasi, satuan organisasi yang berbeda fungsi namun ditempatkan dalam satu kelompok, adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, ketidaksesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan, dan ketidaksesuaian struktur organisasi dengan mandat. Permasalahan yang sering muncul lainnya adalah adanya tuntutan yang besar dari  pemangku  kepentingan  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  yang diemban  KKP. Hal  ini  menjadi  masukan  bagi  KKP untuk  melakukan penyempurnaan organisasi ke arah yang lebih baik.


Berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap UPT yang ada, secara umum keberadaan UPT belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan di daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Terkait  ini,  perlu  dilakukan  upaya  revitalisasi  UPT termasuk merumuskan tugas dan fungsinya sesuai lingkungan strategis, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi UPT.


Ada harapan dari pemangku kepentingan agar keberadaan UPT tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan membuat cost-benefit analysis dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang. Kondisi tersebut membawa konsekuensi dan tuntutan akan perlunya organisasi yang  tepat  fungsi  dan  tetap  ukuran  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Untuk itu, penataan dan penguatan organisasi sangat diperlukan untuk menjawab semua tantangan yang ada di masyarakat.
4. Permasalahan Penguatan Tata Laksana

Beberapa permasalahan di dalam penguatan tata laksana di KKP adalah sebagai berikut:

a. masih belum dicabutnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Monev POS di Lingkungan KKP. kedua keputusan menteri tersebut diatas perlu dicabut dan perlu di buat Peraturan Menteri baru dengan alasan sebagai berikut:
· telah berlakunya Peraturan Kementerian PAN dan RB nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
· berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011, pedoman pembuatan SOP merupakan bentuk pengaturan (Regelling) sehingga kedua keputusan menteri tersebut perlu diubah dengan peraturan menteri; 

· berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24), penulisan kata Departemen perlu diubah menjadi Kementerian;

· kalimat Prosedur Operasional Standar (POS) kiranya perlu diubah dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan Kementerian PAN dan RB nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

· peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tersebut mengatur mengenai penyusunan SOP dan pelaksanaan Monev SOP sehingga diusulkan agar penyusunan SOP dan pelaksanaan Monev SOP juga diatur dalam satu peraturan.
b. masih beragamnya format SOP yang dapat digunakan di dalam penyusunan apabila merujuk dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
c. masih belum adanya standardisasi SOP dan norma waktu (khususnya di lingkup UPT yang mempunyai tingkat eselonisasi yang sama).

d. belum adanya alur proses bisnis di KKP sebagai dasar pembuatan SOP yang baik.

e. tim LPSE dalam hal penerapan e-procurement di lingkungan KKP masih bersifat adhoc walaupun pembentukannya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri, sehingga personil yang ditunjuk atau diberi tanggung jawab sebagai Tim LPSE masih  mempunyai tugas  di  unit  kerja  masing-masing.
f. belum semua pimpinan berkomitmen untuk berubah dan mendukung, terlibat, dan berpartisipasi dalam pengembangan e-government.
5. Permasalahan Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Beberapa permasalahan di dalam Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di KKP adalah sebagai berikut:
a. Adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan ASN dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka perlu penyesuaian yang lebih intens lagi dalam penataan manajemen SDM. 

b. Meluasnya kapasitas kinerja KKP di satu sisi juga dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis eksternal yang bergerak makin cepat putarannya maupun eskalasinya. Dengan meningkatnya tugas dan fungsi KKP, meningkat  pula beban kerja yang dilakukannya. Adapun pemenuhan kebutuhan pegawai sangat dipengaruhi oleh pihak eksternal, yaitu antara lain adanya kebijakan moratorium dan minimnya formasi yang disetujui untuk masing-masing instansi. 
c. penyusunan kebutuhan pegawai masih terdapat beberapa berbedaan persepsi dalam penghitungan Analisis Beban Kerja sehingga perlu penyetandaran dan aplikasi  yang  memudahkan  dalam  perhitungan  maupun  monitoring  dan evaluasi kebutuhan pegawai.

d. Dengan semakin berkembangnya uraian pekerjaan di KKP seiiring dengan perkembangan lingkungan strategis, masih ada beberapa pekerjaan yang masih belum terakomodir di beberapa unit kerja.

e. Adanya perkembangan dari Jabatan Fungsional Tertentu, maka perlu selalu dilakukan review Analisis Jabatan dan Evaluasi jabatan guna menentukan Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan yang ada. Selain itu penempatan dalam jabatan perlu dilakukan evaluasi apakah sesuai penempatannya dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. 

f. Proses pengadaan/rekrutmen CPNS KKP yang telah dilakukan secara transparan, obyektif, dan adil untuk mendapatkan ASN yang berintegritas tinggi, profesional, dan berkompeten, perlu dipertahankan dan dilakukan pengembangan ke arah yang lebih baik lagi. Adapun pengembangan e-recruitment yang sudah dibangun  kadang  masih  perlu  menyesuaikan  dengan  kebijakan nasional yang ditetapkan.
g. Dalam upaya  pengembangan  kompetensi,  perlu  terus  dilakukan  upaya pemetaan kompetensi dengan melakukan asesmen/penilaian kompetensi. Selain itu juga perlu membangun Center of Excellent (Assessment Center Pusdiklat).   Selain   itu   dalam   pengembangan   kompetensi masih perlu diupayakan pemantapan terhadap standar  kompetensi maupun penyusunan kurikulum diklat, serta pendanaan yang cukup guna pengembangan kompetensi melalui Pendidikan Lanjutan S1, S2, dan S3 maupun untuk pelaksanaan Pelatihan Teknis dan Manajemen. Pembuatan wadah untuk pengembangan inovasi-inovasi ASN KKP masih sangat minim sehingga masih perlu untuk dikembangkan. 
h. Beberapa hal yang menyebabkan sulitnya mencari pegawai yang akan mengikuti seleksi terbuka adalah kinerja pegawai belum  berjalan  sehingga berdampak pada belum optimalnya identifikasi kelompok pegawai yang potensial (talent pool) untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan  kejelasan  karier  pegawai  yang  memiliki  talent  pool, namun belum menggambarkan kompetensi yang utuh dari pegawai. Untuk itu secara bertahap, KKP melakukan asesmen/kompetensi bagi seluruh pegawai. Dengan adanya talent pool ini, akan memberikan gambaran kompetensi pegawai yang kelak akan dilakukan secara terus menerus melalui  pelatihan  dan  penugasan  yang  sesuai. Masih kurangnya  pemahaman pejabat struktural dalam melakukan penilaian prestasi kerja adalah karena regulasi yang ada belum secara jelas menyampaikan acuan-acuan penilaian prestasi kerja pegawai.
6. Permasalahan Penguatan Sistem Pengawasan


Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebab adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu, perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Program penguatan pengawasan yang efektif di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan membangun transparansi tata kelola pemerintahan dan menjalankan reformasi birokrasi.
7. Permasalahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Beberapa permasalahan di dalam Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:
a. kurangnya sosialisasi perubahan aturan hukum dari Kementerian Keuangan sehingga sering menyebabkan satker-satker melakukan revisi keuangan secara tiba-tiba.
b. masih adanya pimpinan di unit kerja KKP yang kurang mendukung dalam hal komitmen mengenai penguatan akuntabilitas kinerja
8. Permasalahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Beberapa permasalahan di dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:
a. kurangnya respon

Kondisi ini terjadi hampir semua tingkatan unsur pelayanan publik, mulaipada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan ketua dari instansi atau organisasi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan.
b. Kurangnya sosialisasi penyampaian informasi. 

Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat malah berjalan lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
c. Kurangnya akses. 
Berbagai pihak yang terkait dalam pelaksana pelayanan terletak jauh dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa sulit jika membutuhkan pelayanan tersebut.
d. Kurang koordinasi. 
Berbagai pihak pelaksana pelayanan yang terkait satu dengan lainnya dirasa kurang dalam berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.
e. masih adanya SOP untuk pelayanan publik yang berbelit-belit sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama.

f. Kurang mau mendengar aspirasi masyarakat. 
Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.
D. Strategi Mengatasi Permasalahan
1. Strategi untuk Manajemen Perubahan

a. Pembuatan aturan hukum yang di dalamnya terdapat unit kerja sebagai koordinator program manajemen perubahan. 

b. Pengadaan gugus revolusi mental

c. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam Rangka Reformasi Birokrasi
d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

beberapa program terkait adalah sebagai berikut:

· Pencanangan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Korupsi, Bersih dan Melayani (WBBM).

· Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). 

· Peringatan Hari Anti Korupsi
· Penghematan energi
2. Strategi untuk Penguatan Peraturan Perundang-undangan
a. Harmonisasi dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan lainnya, khususnya peraturan yang terkait dengan materi yang akan disusun.
b. pengendalian terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan melalui penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan Prolegkem (Program Legislasi Kementerian)
c. Peningkatan kompetensi pegawai yang menangani peraturan perundang-undangan.

d. akses yang mudah terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Strategi untuk Penguatan Kelembagaan

a. pelaksanaan audit organisasi.
b. Penataan tugas dan fungsi unit kerja di pusat dan unit pelaksana teknis.
4. Strategi untuk Penguatan Tata Laksana

a. Pembuatan aturan hukum yang mengatur mengenai pedoman penyusunan SOP dan monev SOP di Lingkungan KKP.

b. Menyederhanakan sistem kerja, prosedur, dan mekanisme kerja.

c. Pembuatan alat (tools) untuk penyeragaman pembuatan prosedur kerja.
d. Standardisasi SOP dan norma waktu (khususnya di lingkup UPT yang mempunyai tingkat eselonisasi yang sama).

e. Pembuatan proses bisnis.
f. Mensosialisasikan pemanfaatan komputer dan jaringan komputer secara luas dikalangan aparatur pemerintahan.
g. Pemanfaatan-pemanfaatan secara sederhana berupa layanan komunikasi e mail, dan pemakaian arsip digital secara bersama (file sharing).
h. Pembaharuan data dan informasi di dalam aplikasi e-government KKP.

i. Memodernisasi birokrasi dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi.
5. Strategi untuk Penguatan Sistem Manajemen SDM

a. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN.

b. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi.

c. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.

d. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center.

e. Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.

f. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.

g. Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN.

h. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN.

i. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.

j. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat.
6. Strategi untuk Penguatan Sistem Pengawasan

a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM.

b. Pelaksanaan whistleblowing system (WBS).

c. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

d. Pembangunan SPIP di seluruh lingkungan unit kerja

e. Penanganan pengaduan masyarakat.
f. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi.

g. Pemanfaatan Sistem IT bagi penguatan sistem pengawasan.

h. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP.
7. Strategi untuk Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC) di seluruh unit KKP.

b. Penerapan penandatanganan perjanjian kinerja sampai dengan level individu/staf.

c. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan system informasi berbasis teknologi informasi.

d. penyusunan revisi pedoman implementasi SAKIP KKP dan UPT.

e. Peningkatan kapasitas SDM terkait akuntabilitas kinerja.

f. Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran KKP serta diseminasi kepada publik.
8. Strategi untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pembuatan aturan hukum mengenai pelayanan publik di KKP.

b. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional.

c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

d. Memodernisasi birokrasi dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi.
E. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2014
Secara umum KKP telah berhasil melaksanakan program/kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Laporan Reformasi Birokrasi KKP. Pelaksanaan dalam masing-masing area perubahan adalah sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan

Terdapat lima kegiatan berkaitan dengan Manajemen Perubahan, yaitu:

a. Penyusunan Tim Reformasi Birokrasi

Selama periode 2010-2014 telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi KKP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu: 

•
Tahun 2010 : KEP.28/MEN/2010

•
Tahun 2011 : KEP.04/MEN/2011

•
Tahun 2012 : KEP.17/MEN/2012

•
Tahun 2013 : 10/KEPMEN-KP/2013

•
Tahun 2014 : 7/KEPMEN-KP/2014
b. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
1) Membuat rencana aksi program Road Map Reformasi Birokrasi KKP Tahun 2015-2019.

2) Melaksanakan rencana aksi program reformasi birokrasi dengan mengacu pada Road Map RB KKP Tahun 2015-2019 yang telah disusun.
c. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

1) Peningkatan keterlibatan aktif dan berkelanjutan pimpinan tertinggi pada pelaksanaan reformasi birokrasi.

2) Pembentukan forum dan media sosialisasi proses reformasi birokrasi melalui berbagai media, seperti: tatap muka, penyusunan dan penyebaran pamflet, standing banner serta website (www.reformasi birokrasi kkp.go.id).
3) Melakukan sosialisasi dan internalisasi kepada seluruh pegawai dan masyarakat tentang reformasi birokrasi di lingkungan KKP.

4) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/KEPMEN-KP/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi KKP.
5) Mengoordinasikan perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) pegawai untuk mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu di lingkungan KKP. 
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dua kegiatan yang berkaitan dengan penataan peraturan perundang-undangan adalah:
a. Harmonisasi 

1) Pemetaan peraturan secara komprehensif melalui langkah-langkah:

· Mendata peraturan perundang-undangan internal KKP yang masih berlaku dan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan internal KKP.

· Mengindentifikasikan peraturan perundang-undangan internal KKP yang tidak harmonis/sinkron atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan nasional.

· Mengidentifikasikan kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.
2) Harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan melalui:
· Pengkajian peraturan perundang-undangan internal KKP yang tidak harmonis/sinkron atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

· Identifikasi kebutuhan pembentukan peraturan perundang-undangan internal KKP guna mengatasi kekosongan hukum.
3) Legalisasi (regulasi dan deregulasi) yang dilakukan melalui:
· Revisi peraturan perundang-undangan internal KKP yang tidak harmonis/sinkron atau tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan baik internal kementerian maupun perundang-undangan nasional.

· Pembentukan peraturan perundang-undangan internal KKP yang baru untuk mengatasi kekosongan hukum.
b. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
1) Kegiatan pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan selama periode 2010-2014 telah ditetapkan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan, sebagai berikut:
· Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2010 tentang Program Legislasi KKP tahun 2010;

· Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2012 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan KKP tahun 2012.

· Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2013 tentang Program Legislasi KKP tahun 2013.

· Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/KEPMEN-KP/2014 tentang Program Legislasi KKP tahun 2014.
2) Terkait evaluasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut juga dilakukan secara berkala (2 kali dalam setahun) yaitu dari mulai bulan Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. 

3) Menginisiasi pembuatan Permen-KP tentang pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. 

4) Membuat aplikasi berbasis web yang terkait dengan pelayanan hukum, yaitu aplikasi informasi peraturan perundang-undangan secara online yaitu website http://infohukum.kkp.go.id/.
Berikut ini adalah hasil peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan oleh KKP:
	Jenis Peraturan
	Tahun
	Jumlah

	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	

	
	
	
	
	
	
	

	Undang-undang
	
	-
	-
	-
	2
	5

	Perppu
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Peraturan Pemerintah
	2
	-
	-
	-
	1
	6

	Peraturan Presiden
	-
	-
	2
	-
	3
	8

	Keputusan Presiden
	-
	-
	-
	-
	5
	11

	Instruksi Presiden
	-
	-
	-
	-
	1
	1

	Peraturan Menteri
	30
	52
	33
	39
	59
	293

	Keputusan Menteri:
	
	
	
	
	
	

	a. Pengaturan
	16
	6
	13
	34
	65
	162

	b. Penetapan
	128
	196
	212
	289
	163
	1.379

	Instruksi Menteri
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Peraturan Bersama
	-
	-
	-
	-
	-
	7

	Keputusan Bersama
	-
	-
	-
	-
	-
	-


c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Terkait dengan Penataan dan Penguatan Organisasi, KKP telah melaksanakan sejumlah kegiatan yang meliputi:
1) Restrukturisasi/Penataan Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan KKP sesuai dengan perkembangan yang ada. Elemen yang menjadi obyek penataan organisasi KKP adalah nomenklatur, kesesuaian struktur dengan kinerja, jabaran tugas dan fungsi, beban kerja, dan bagaimana meng-address kelompok jabatan fungsional pada setiap unit kerja. Produk yang dihasilkan adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja KKP. 

2) Audit Organisasi

Dalam percepatan program reformasi birokrasi, perubahan organisasi menjadi area pertama untuk dilakukan perubahan dimana diharapkan hasilnya adalah suatu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing). Penguatan organisasi merupakan faktor utama dalam mewujudkan mandat dan melaksanakan strategi untuk menjawab tantangan ke depan dengan lebih baik. Oleh karena itu, pada tahap awal, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan audit/evaluasi organisasi pada 16 Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah KKP. 16 Kementerian/Lembaga tersebut menjadi prioritas untuk dilakukan audit/evaluasi organisasi tahun 2013, karena membidangi urusan pemerintahan strategis yang berhubungan langsung dengan aspek pemerintahan umum, pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat, dan pengelolaan sumber daya alam.
Selain tuntutan perubahan, hal lain yang melatar belakangi perlunya dilakukan evaluasi organisasi adalah terkait dengan tuntutan kebutuhan, yang lahir seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini. 


Kebutuhan penataan ini muncul baik pada level mikro di KKP sendiri dan pada level mezo yang melibatkan kementerian atau lembaga lain. Pada level mikro, setelah sekian lama berjalan dari sejak berbentuk Departemen Eksplorasi Laut (DEL) hingga sekarang menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, belum pernah dilakukan audit/evaluasi organisasi secara menyeluruh. Evaluasi yang selama ini dilakukan masih parsial dan sekedar tambal sulam sehingga tidak dapat memecahkan keseluruhan masalah yang dihadapi organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari identifikasi awal, kondisi ini dapat dilihat dari beberapa potensi tumpang tindih dan duplikasi yang menimbulkan inefisiensi. Selain itu, departementasi, rumusan tugas, dan fungsi dirasakan masih terjadi fragmentasi yang berakibat pada sulitnya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan.

Pada level mezo, kebutuhan penataan juga terkait dengan potensi tumpang tindih dan duplikasi baik pada rumusan tugas dan fungsi maupun dalam tataran teknis operasional yang melibatkan KKP dengan kementerian dan lembaga lain. Walaupun dalam penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, identifikasi dan pemetaan perlu dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi saat ini.

Dengan memperhatikan beberapa kondisi seperti tersebut di atas, evaluasi/audit organisasi KKP untuk dilakukan. Selaras dengan kebijakan evaluasi/audit organisasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka audit/evaluasi lebih difokuskan pada evaluasi struktur beserta rumusan tugas dan fungsi organisasi KKP.

Pelaksanaan Audit/Evaluasi organisasi KKP dilakukan selama 2,5 bulan yaitu mulai pertengahan bulan Agustus s.d. bulan Oktober 2013, dengan menggunakan konsultan independen yang ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu PT. Sinergi Pakarya Sejahtera.

Hasil rumusan audit organisasi oleh Tim Konsultan, berupa analisis induktif dikonvergensikan dengan hasil analisis deduktif melalui logical thinking process bersama pemangku kepentingan, dan diperoleh 3 (tiga) skenario struktur organisasi, yang prioritasnya belum ditentukan terlebih dahulu, karena membutuhkan penilaian lanjutan yang komprehensif.
Terdapat beberapa titik fokus yang perlu diperhatikan dalam skenario organisasi KKP kedepan, antara lain:

· Dasar struktur adalah konfigurasi Mintzberg: Machine Buerocracy.

· Konservasi menjadi faktor yang sangat penting dari tinjauan ANP dan SAST mengungguli aktivitas lainnya.

· Pentingnya dikembangkan struktur yang menangani aktivitas Pemberdayaan Masyarakat.

· Perihal nilai tambah produk hasil laut dan perikanan seyogyanya diproses di wilayah pedesaan dalam usaha pasca panen yang berskala usaha mikro dan kecil.

· Aktivitas pemasaran difokuskan pada pasar ekspor. dan

· Aktivitas pengawasan diekspresikan dalam fungsi pengendalian. 

d. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu:
1) Business Process dan SOP. KKP telah memiliki SOP pada masing-masing satuan kerja, namun belum berdasarkan peta business process. Saat ini KKP sedang menyusun peta business process yang menggambarkan keseluruhan keterkaitan kegiatan antar masing-masing unit organisasi KKP. Selanjutnya SOP akan disesuaikan dengan peta business process tersebut. 

Berikut ini adalah jumlah SOP yang dihasilkan oleh KKP berserta Monitoring dan Evaluasinya:
	NO
	UNIT ESELON I
	SOP YANG DI MONEV

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	Jumlah

	1
	Setjen
	439
	411
	445
	493
	9

	2
	Ditjen. PT
	284
	741
	781
	2.721
	4

	3
	Ditjen. PB
	491
	11
	304
	573
	11

	4
	Ditjen. P2HP
	597
	10
	542
	508
	35

	5
	Ditjen. KP3K
	168
	15
	40
	363
	5

	6
	Ditjen. PSDKP
	578
	322
	579
	573
	6

	7
	Itjen
	14
	13
	135
	123
	135

	8
	Balitbang KP
	351
	10
	992
	996
	6

	9
	BPSDM KP
	76
	143
	286
	544
	-

	10
	BKIPM
	129
	178
	167
	5.761
	10

	Jumlah
	3.127
	1.854
	4.271
	12.654
	221


Rekapitulasi Jumlah SOP di Lingkungan KKP
	No.
	Nama Unit
	Jumlah SOP
	Keterangan

	1
	2
	3
	4

	1
	Unit Pelaksana Teknis
	9.758
	

	2
	Pusat
	2.896
	

	Jumlah
	12.654
	


Rekapitulasi Jumlah SOP di Lingkungan KKP
2) E-government. 


KKP telah menerapkan manajemen berbasis teknologi informasi untuk mendukung kinerja yang efektif dan efisien dalam kerangka RB. Strategi dan rencana pengembangan IT KKP telah dituangkan dalam dokumen Information Technology Master Plan (ITMP). Dalam kaitan tersebut, KKP telah membangun sejumlah aplikasi untuk mendukung penerapan e-government yang dikelompokkan dalam 3 fungsi, yaitu pelayanan internal untuk para pegawai, pelayanan eksternal kepada mitra K/L dan masyarakat, dan berbagai aplikasi yang bersifat ad-hoc yang digunakan dalam jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. Seluruh aplikasi tersebut dibuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta menjaga akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kerja KKP secara keseluruhan.
Sebagai bentuk pengembangan e-government, KKP telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Periknan Nomor 14/PERMEN-KP/2014 tentang Pengelolaan Aplikasi dan Penamaan Domain Sistem Informasi Lingkup KKP. Dasar pertimbangan ditetapkannya peraturan menteri tersebut adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, perlu kesamaan pemahaman, keserempakan tindak, dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam penerapan e-government melalui pembangunan aplikasi sistem informasi dan penamaan domain di KKP.
Beberapa aplikasi unggulan KKP sebagai berikut:
	DAFTAR APLIKASI SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN INTERNAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PROSES BIROKRASI

	NO
	UNIT KERJA
	NAMA SISTEM INFORMASI
	NAMA DOMAIN
	KET

	1
	Biro Kepegawaian
	Aplikasi Absensi
	http://ropeg.kkp.go.id/absensi/
	 

	2
	Biro Kepegawaian
	Sistem Informasi Kepegawaian
	http://ropeg.kkp.go.id/simpeg/
	 

	3
	Biro Kepegawaian
	Sistem Informasi Penilaian Prestasi Kerja Individu
	http://sipkindu.kkp.go.id/
	 

	4
	Biro Kepegawaian
	Aplikasi e-Pegawai
	http://www.ropeg.kkp.go.id/e-pegawai/
	 

	5 
	Biro Hukum dan Organisasi
	Analisis Beban Kerja
	http://abk.kkp.go.id/
	 

	6
	Biro Hukum dan Organisasi
	Reformasi Birokrasi
	http://reformasi-birokrasi.kkp.go.id/
	 

	7
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus
	http://roren.kkp.go.id/sirendak/
	 

	8
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Rencana Kerja dan Usulan SKPD
	http://roren.kkp.go.id/sirandu/
	

	9
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Database DAK
	http://kkp.go.id/sirangga
	

	10
	Biro Perencanaan
	Aplikasi Persuratan Biro Perencanaan
	http://persuratan.roren.kkp.go.id/
	

	11
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Manajemen Penetapan Kerja & Rencana Kerja Tahunan
	http://roren.kkp.go.id/simperjaka/
	 

	12
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Manajemen Penetapan Kerja & Rencana Kerja Tahunan
	http://roren.kkp.go.id/simperjaka-bsc/
	 

	13
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kerja
	http://roren.kkp.go.id/simeta/
	 

	14
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kerja
	http://roren.kkp.go.id/simetabsc
	

	15
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Manajemen PNPM Mandiri KP
	http://roren.kkp.go.id/pnpm/
	

	16
	Biro Perencanaan
	Manajemen Dokumen System Board Announcement
	http://roren.kkp.go.id/dsba/
	 

	17
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Monitoring Dana Alokasi Khusus
	http://roren.kkp.go.id/simdak/
	 

	18
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Manajemen Hibah Luar Negeri
	http://roren.kkp.go.id/simbalani/
	 

	19
	Biro Perencanaan
	Sistem Informasi Manajemen Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
	http://roren.kkp.go.id/simphln/
	 

	20
	Biro Perencanaan
	Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja
	http://kinerjaku.kkp.go.id/
	 

	21
	Puskita
	Elektronik Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga KKP
	http://puskita.kkp.go.id/eKarina/
	 

	22
	Pusdatin
	Webmail KKP
	http://mail.kkp.go.id/
	 

	23
	Pusdatin
	Web Conference KKP
	http://vicon.kkp.go.id/
	 

	24
	Itjen
	Sistem Informasi Penugasan
	http://simwas.itjen.kkp.go.id/penugasan2013/login/login.aspx
	 

	25
	Itjen
	Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan
	http://simwas.itjen.kkp.go.id/lhp/
	

	26
	Itjen
	Sistem Informasi Pelaporan Capaian Kinerja
	http://kinerja.itjen.kkp.go.id/
	 

	27
	Itjen
	Manajemen Kinerja Inspektorat Jenderal
	http://sijaki.itjen.kkp.go.id/
	 

	28
	Ditjen PT
	Sistem Basis Data Terintegrasi Pengelolaan Perikanan Tangkap
	http://integrasi.djpt.kkp.go.id/
	 

	29
	Ditjen PT
	Aplikasi Kepegawaian
	http://kepegawaian.djpt.kkp.go.id/
	

	30
	Ditjen PT
	SMS Center Pusat Data Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap
	http://smshostpupi.djpt.kkp.go.id/
	 

	31
	Ditjen PB
	Sistem Informasi Arsip dan Persuratan DJ Perikanan Budidaya
	http://www.siap.kkp.go.id/
	 

	32
	Ditjen P2HP
	Petugas Informasi Pasar
	http://www.wpi.kkp.go.id/input_pip/
	 

	33
	Ditjen PSDKP
	Aplikasi Awak Kapal Pengawas dan Pengawas Perikanan
	http://www.kepegawaian.psdkp.kkp.go.id/akp/
	 

	34
	Balitbang KP
	Sistem Informasi Program Monev
	http://sipmonev.litbangkp.kkp.go.id/
	 

	35
	Balitbang KP
	Program Balitbang
	http://program.litbangkp.kkp.go.id/
	

	36
	Balitbang KP
	Sistem Mandiri Depository Data
	http://simandeta.litbang.kkp.go.id/
	

	37
	BPSDMKP
	e-Docs BPSDM KP
	http://bpsdmkp.kkp.go.id/apps/edocs/
	 

	38
	BPSDMKP
	Sistem Monitoring Capaian Kinerja
	http://bpsdmkp.kkp.go.id/apps/simina/
	 

	
	
	
	
	

	39
	BKIPM
	Webmail BKIPM
	https://mail.bkipm.kkp.go.id/
	 

	40
	BKIPM
	Sistem Informasi HC LPPMHP
	http://applppmhp.bkipm.kkp.go.id/
	 

	41
	BKIPM
	BKIPM SMS Center
	http://sms.bkipm.kkp.go.id/
	 


3) Keterbukaan Informasi Publik. 
KKP berupaya memberikan informasi publik yang terbaik dan terpercaya melalui website KKP dan media sosial, dan juga telah secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini, KKP telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.
e. Penataan Sistem Manajemen SDM
Dalam program penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, KKP telah melaksanakan sejumlah upaya, yakni:
1) Penataan Sistem Rekruitmen Pegawai

Rekrutmen pegawai KKP berjalan secara transparan dan dapat dipercaya dengan pemberlakuan standar ISO 9001:2008 yang didukung oleh teknologi informasi yang memadai melalui pendaftaran seleksi CPNS on-line. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Obyektif, Akuntabel dan Bebas KKN Pembenahan yang dilakukan oleh KKP yaitu dengan mengembangkan Computer Assisted Test (CAT) sebagai metode tes penerimaan pegawai yang obyektif dan dapat dipercaya.

2) Analisis Jabatan

Telah melakukan kegiatan analisa jabatan di seluruh jabatan yang ada di lingkungan KKP.
3) Evaluasi Jabatan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi: 
· Informasi faktor jabatan telah disusun.

· Peta jabatan telah ditetapkan.
· Kelas jabatan telah ditetapkan.

4) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
5) Asessment Individu.

6) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Kompetensi.
7) Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka

· Adanya lelang jabatan pimpinan tinggi pratama.
· Adanya lelang jabatan pimpinan tinggi madya.
· Adanya lelang jabatan administrator.

8) Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu

Sistem penilaian kinerja pegawai yang berlaku saat ini yaitu dengan menggunakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), yang dinilai sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan penilaian kinerja individu. oleh karena itu, semenjak bulan Januari tahun 2014, untuk penilaian sasaran kinerja pegawai (SKP) menggunakan aplikasi SiPKINDU (Sistem Informasi Penilaian Kinerja Individu).
9) Pembangunan/pengembangan database pegawai

Untuk pelaksanaan kegiatan ini KKP mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) KKP yang terpadu dan terintegrasi, berbasis web dan user friendly dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Pengembangan SIMPEG dimulai dengan pembangunan Sistem Database Kepegawaian terkomputerisasi, yang diarahkan mampu berhubungan (inter-koneksi) dengan SIMPEG Nasional.
f. Penguatan Pengawasan Intern

1) Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting.

· Program Pengendalian Gratifikasi yang telah dilaksanakan melalui kerjasama dengan KPK, yaitu pengenalan gratifikasi dan workshop penyusunan aturan pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh para sekretaris Ditjen/Badan/Itjen dan Kepala Biro Setjen, serta penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi yang disaksikan oleh KPK. Penandatangan Komitmen ini sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan terkait dengan pengejawantahan penerapan pengendalian gratifikasi dalam rangka mewujudkan KKP Yang Transparan, Bersih, Melayani tanpa Korupsi.

· Untuk terus mensosialisasikan kegiatan pengendalian gratifikasi juga dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) KKP dibentuk dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan KKP serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP. 
· KKP mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai “Kementerian dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik Tahun 2014“ yang diberikan oleh Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja di Jogjakarta, Selasa 9 Desember 2014.

· Pada Bulan Agustus 2014, sebagai salah satu perwujudan dari upaya dalam pencegahan korupsi di lingkungan KKP (KKP), KKP bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) tentang Pengendalian Gratifikasi, Salah satu upaya dalam pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian KKP adalah dengan mewujudkan, membangun, dan meningkatkan integritas pelayanan publik melalui pendekatan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). 
2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

· Implementasi SPIP diwujudkan dengan dibentuknya Satgas SPI Kementerian yang diikuti dengan pembentukan Satgas SPIP di masing-masing unit Esselon I, dengan tugas menyusun rencana kerja SPI dan melaksanakan SPI di unit kerja Eselon I lingkup KKP. 
· Berdasarkan Laporan Hasil Audit BPK-RI sejak tahun 2007 s.d 2010 terhadap temuan sistem pengendalian intern cenderung meningkat dari sebelumnya opini Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan pada tahun 2010, opini KKP meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian sampai dengan tahun 2014, KKP terus mendapatkan penilaian WTP atas laporan keuangan dari BPK.
· Nilai integritas KKP

Nilai Integritas KKP merupakan nilai kualitas pelayanan publik atas persepsi pengguna layanan terhadap praktek korupsi yang terjadi di lingkungan KKP. Nilai integritas merupakan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK. Penilaian indikator Nilai Integritas dilakukan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean government
	Indikator Kinerja Utama
	Realisasi

	
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	Nilai Integritas KKP
	7,12
	7,46


3) Penanganan Pengaduan Masyarakat

KKP telah memiliki website untuk pengaduan masyarakat salah satunya melalui sms gateway. Melalui system ini, KKP selalu mengikuti perkembangan melalui beberapa kanal yang dapat di akses masyarakat dengan internet seperti twitter dan suara anda dalam website kkp.go.id. Kini untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan pandangan, saran dan pengaduan, KKP membuat kanal pengaduan dengan Short Message System (SMS) melalui nomor 0812-8613-0101.
4) Whistle Blowing System

· Pengolahan dan mekanisme kerja bidang pengawasan yang selama ini dilakukan secara manual sekarang dibantu oleh aplikasi Whistleblowing System (WS) sehingga bersifat elektronis. Sebagai wujud dari pelaksanaan WBS, KKP membuat aplikasi Whistleblowing System (WBS). Aplikasi WBS tersebut adalah aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan hasil pengelolaan pengaduan yang disediakan oleh KKP sebagai salah satu sarana bagi setiap pejabat/pegawai KKP sebagai pihak internal maupun masyarakat luas pengguna layanan KKP sebagai pihak eksternal untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan/diberikan oleh pejabat/pegawai KKP.

· Pada tanggal 13 Desember 2014, KKP telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KKP. 
· Sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan di lingkungan KKP, jawaban/respon atas pengaduan yang disampaikan wajib diberikan dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima. Untuk respon yang disampaikan tertulis melalui surat dapat diberikan apabila pelapor mencantumkan identitas secara jelas (nama dan alamat koresponden). Untuk respon dari media pengaduan lainnya akan disampaikan dan diberikan sesuai identitas pelapor yang dicantumkan dalam media pengaduan tersebut.
5) Pembangunan Zona Integritas

· Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan Asisten Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Lingkungan KKP.

· KKP telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 76/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Unit Penggerak Integritas dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KKP. 
· Nilai inisiatif anti korupsi

Penilaian indikator Nilai Inisiatif Anti Korupsi dilakukan secara self assessment pada lingkup kementerian.
	Indikator Kinerja Utama
	Realisasi

	
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
	7,6
	8,00


· Nilai PIAK KKP



Pada tahun 2014 dilakukan PIAK KKP pada tanggal 21–22 Agustus 2014. Metode PIAK yang digunakan pada tahun 2014 mengadopsi kuesioner yang digunakan KPK tahun 2011 ditambah dengan satu instrumen berupa respon unit utama terhadap PIAK. Dari hasil penilaian tersebut dapat disampaikan bahwa secara umum hasil PIAK 2014 menunjukan adanya peningkatan terhadap inisiatif anti korupsi unit utama, yaitu dari rata-rata 7,6024 pada tahun 2013 menjadi 8,00 pada tahun 2014. Dengan demikian seluruh unit utama telah memenuhi kriteria IKU Inisiatif Anti Korupsi, yaitu diatas 7,75 atau dalam kata lain, KKP berhasil mencapai target IKU nilai Inisiataif Anti Korupsi.

Keberhasilan pencapaian target IKU tersebut didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan upaya pemberantasan anti korupsi seperti, Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat, Penandatanganan Pakta Integritas, Pembentukan Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan membuat himbauan-himbauan untuk menghindari korupsi melalui berbagai media. Perkembangan nilai inisiatif anti korupsi KKP dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.
	Indikator Kinerja Utama
	Realisasi

	
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
	7,6
	8,57


g. Penguatan Akuntabilitas
Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1) Perencanaan Program dan Kegiatan

· Kontrak Kinerja untuk tahun 2014 dilakukan pada saat Rakornas KKP 28 Januari 2014
· Rencana Strategis KKP Tahun 2010-2014 telah diperbaiki menyesuaikan IKU yang disusun dengan pendekatan BSC, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2014, dan ditindaklanjuti dengan penetapan Renstra Eselon I oleh masing-masing Eselon I

· IKU KKP Tahun 2010-2014 telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/KEPMEN-KP/2014 dan IKU Eselon I telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

· Dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) tahun 2014 secara berjenjang mulai dari level 2 sampai level 0. Telah dibangun sistem aplikasi perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dalam aplikasi kinerjaku.kkp.go.id, yang digunakan oleh seluruh unit kerja lingkup KKP.

· Ditetapkan Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi KKP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 20/KEPMENKP/2014.

· Target kinerja setiap triwulan telah di-entry pada aplikasi “kinerjaku”, dan uraian komponen kegiatannya telah dientry pada aplikasi “simeta”.
· Telah ditetapkan Keputusan Menteri Nomor 20/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Pengelolam Manajemen Kinerja Organisasi lingkup KKP.
2) Pengukuran Kinerja

· Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan online IT yakni aplikasi kinerjaku.kkp.go.id
· Hasil pengukuran kinerja pada triwulan IV tahun 2013 telah digunakan sebagai bahan penyusunan LAKIP KKP Tahun 2013
· Sub Tim Pengukuran Kinerja telah melakukan pengukuran kinerja secara triwulanan (termasuk pengukuran sampai tingkat UPT di daerah)
· Hasil pengukuran kinerja dibahas pada Rapat Pimpinan KKP, untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya.
· Pengukuran kinerja individu pegawai melalui SKP KKP telah dilakukan:
· Sesuai PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS: Sasaran Kerja Pegawai (SKP) = 60% dan Perilaku Kerja = 40%.
· Dengan menggabungkan antara IKU individu yang dituangkan dalam kontrak kinerja individu dengan IKU organisasi.

· Di-entry menggunakan sistem IT, yakni sipkindu.kkp.go.id (telah di-entry data SKP 88,14 % dari total pegawai sebanyak 10.363 orang).

3) Pelaporan Kinerja (LAKIP):
· Menyajikan analisa dan evaluasi capaian kinerja dengan membandingkan antara capaian kinerja masing-masing indikator dengan target tahun berjalan, target sampai akhir RPJMN/Renstra dan prestasi tahun sebelumnya.
· Menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pusat yang membahas evaluasi kinerja lingkup KKP dan pemantapan rencana kinerja ke depan.

· telah di up-load pada website KKP
4) Evaluasi Kinerja AKIP

Di tahun 2014 telah diperluas pelaksanaannya dengan menjangkau hingga UPT di setiap Unit Kerja Eselon I, meliputi evaluasi kinerja program/kegiatan strategis.
berikut ini adalah tabel kualitas akuntabilitas kinerja KKP 

	Indikator Kinerja Utama
	Realisasi

	
	Tahun 2013
	Tahun 2014

	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja

KKP
	75,54 (A)
	79,65 (A)


h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Terkait program Peningkatan Kualitas Pelayaan Publik, KKP telah melakukan sejumlah kegiatan strategis sebagai berikut:
1) Penyusunan SOP Pelayanan Publik di KKP dengan perician sebagai berikut:
-
Setjen

: 4 SOP

-
Ditjen. PT

: 45 SOP

-
Ditjen. PB

: 11 SOP

-
Ditjen. P2HP
: 10 SOP

-
Ditjen KP3K

: 9 SOP

-
Ditjen. PSDKP
: 6 SOP

-
Itjen


: 3 SOP

-
Balitbang

: 6 SOP

-
BPSDMKP

: 9 SOP

-
BKIPM

: 4 SOP
2) Penerapan standar pelayanan di KKP dengan perician sebagai berikut:

-
Setjen

: 4 SP

-
Ditjen. PT

: 14 SP

-
Ditjen. PB

: 12 SP

-
Ditjen. P2HP
: 3 SP

-
Ditjen. PSDKP
: 11 SP

-
Balitbang

: 28 SP
3) Pembuatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP dengan nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.

4) Pengelolaan Pengaduan

Pembuatan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KKP. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut Pegawai dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat dan/atau tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public

Upaya KKP untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya untuk mewujudkan komunikasi dua arah. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah ketika menyusun standar pelayanan yang ada di masing-masing unit kerja eselon I dengan mengundang masyarakat kelautan dan perikanan sehingga apabila ada masukan mengenai pelayanan yang harus dilakukan oleh unit pelayanan public kepada masyarakat, dapat langsung diakomodir.
6) KKP dalam hal ini Balai KIPM Kelas II Semarang memperoleh penghargaan inovasi pelayanan public terbaik pada Tahun 2014 yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB.

7) KKP meraih penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan public pada Tahun 2014 yang diberikan oleh Ombudsman RI.

BAB III
                     AGENDA REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan program dan kegiatan di KKP disesuaikan dengan karakteristik dan kemajuan yang telah diperoleh selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya. 

Dengan berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 serta Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 – 2019, program-program pelaksanaan reformasi birokrasi di KKP diuraikan pada bagian berikut ini:
a. Manajemen Perubahan / Mental Aparatur
	Tujuan
	:
	Untuk mengelola perubahan dan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten, sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan di setiap instansi pemerintah.

	Hasil yang diharapkan
	:
	1) meningkatnya komitmen di KKP dalam melakukan reformasi birokrasi.

2) terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental) birokrasi di setiap pegawai KKP.

3) menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

	Ukuran Keberhasilan
	:
	1) Penguatan kebijakan penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi

2) Peningkatan internalisasi sistem nilai dan integritas reformasi birokrasi

	Program Terkait
	:
	1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;

2) Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran ASN KKP untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan;

3) Revolusi mental

4) Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir;

5) Internalisasi secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas; 

6) Pelaksanaan public campaign perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;


b. Penguatan Pengawasan 
	Tujuan


	:
	Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KKP.

	Hasil yang diharapkan
	:
	1) …………

2) …………

3) ………….

	Ukuran Keberhasilan
	:
	1) Penilaian WTP dari BPK

2) Peningkatan kapasitas manajemen pengawasan

	Program Terkait
	:
	1) Adanya pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KKP.

2) Adanya pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di KKP.

3) Adanya pelaksanaan whistleblowing system di KKP.

4) Adanya pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KKP.

5) Adanya pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di KKP.

6) Adanya pengelolaan pengaduan masyarakat di KKP.

7) Adanya pemanfaatan Sistem IT bagi penguatan sistem pengawasan.

8) Adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM APIP.

	
	
	


c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
	Tujuan



	:
	Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang digunakan, serta meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.

	Hasil yang diharapkan
	:
	1) adanya penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi

2) adanya perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja

3) adanya penyempurnaan SAKIP sebgai pilar manajemen kinerja

4) adanya penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja

	Ukuran Keberhasilan
	:
	1) Peningkatan kualitas aparatur

2) Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi

	Program Terkait
	:
	1) Penerapan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard di seluruh Unit Kerja KKP Pusat;

2) Penerapan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan level individu staf;

3) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi informasi;

4) Penyusunan revisi pedoman implementasi SAKIP KKP dan UPT;

5) Peningkatan kapasitas SDM terkait akuntabilitas kinerja;

6) Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran KKP serta diseminasi kepada publik.


d. Penguatan Kelembagaan
	Tujuan



	:
	Untuk membentuk kelembagaan KKP yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP dan mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.

	Hasil yang diharapkan
	:
	1) Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/kesinergisan kelembagaan KKP.

2) menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi unit kerja di KKP.

	Ukuran Keberhasilan
	:
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antara unit kerja di KKP sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik

	Program Terkait
	:
	1) Penataan ulang kelembagaan KKP

2) Penataan ulang kelembagaan UPT

3) Pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada KKP

4) Pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada UPT

5) Pelaksanaan Analisis Jabatan pada KKP

6) Pelaksanaan Analisis Jabatan pada UPT

7) Evaluasi jabatan pada KKP


e. Penguatan Tatalaksana
	Tujuan



	:
	Untuk membangun peta proses bisnis KKP dan mendorong penyederhanaan proses manajemen, birokrasi dan administrasi pemerintahan melalui berbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi informasi serta meningkatkan keterbukaan informasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KKP.

	Hasil yang diharapkan
	:
	1) Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.

2) Meningkatnya penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government.

3) Adanya proses bisnis di KKP yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

	Ukuran Keberhasilan
	:
	1) Terjadinya peningkatan pengarusutamaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP.

2) Peningkatan keterbukaan informasi bagi publik pengguna.

3) Peningkatan kecepatan berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di KKP.

	Program Terkait
	:
	1) Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di KKP.

2) Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di KKP.

3) Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

4) Penerapan sistem kearsipan yang handal di KKP.

5) Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

6) Pembuatan Bisnis Proses di Lingkungan KKP.



f. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN
	Tujuan



	:
	Untuk membangun peta proses bisnis KKP dan Untuk membangun dan memperkuat Sistem Manajemen SDM Aparatur di masing-masing instansi pemerintah dalam rangka menciptakan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.


	Hasil yang diharapkan
	:
	1) ……………..

2) ……………..

	Ukuran Keberhasilan
	:
	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur

	Program Terkait
	:
	1) adanya perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN.

2) terdapat perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi.

3) adanya perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka.

4) adanya perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center.

5) adanya perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai.

6) adanya perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.

7) adanya pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN.

8) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN.

9) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN.

10) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

11) Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN.

12) Pengukuran gap competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.
13) Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.


g. Penguatan Peraturan Perundang-undangan 
	Tujuan



	:
	Untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

	Hasil yang diharapkan
	:
	1) adanya penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
2) meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak kepada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publick.

3) meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan.

	Ukuran Keberhasilan
	:
	1) Pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di KKP.

2) Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan

	Program Terkait
	:
	Menyempurnakan/merubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain


h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	Tujuan



	:
	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di KKP.

	Hasil yang diharapkan
	:
	1) meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik

2) meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

	Ukuran Keberhasilan
	:
	1) Peningkatan kualitas pelayanan public

2) Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik

	Program Terkait
	:
	1) adanya hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mendapatkan nilai yang baik

2) Peningkatan indeks kepuasan masyarakat

3) Peningkatan Indeks Integritas Pelayanan Publik

4) Penambahan jumlah inovasi pelayanan di KKP

5) Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional




BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI 



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, monitoring dan evaluasi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi dua sub kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pada Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf (d), dinyatakan bahwa Monitoring atau Pemantauan adalah suatu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 



Monitoring merupakan kegiatan untuk mengukur perkembangan kegiatan penyelenggaraaan Negara dan bertujuan memantau capaian kinerja. Evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur hasil akhir dari kegiatan perencanaan penggangaran pada saat kegiatan tersebut selesai dilakukan.
Berikut ini adalah tabel dari 8 area perubahan pada Tahun 2015 yang terdiri dari capaian, kendala, dan strategi antisipasi.

	No
	Area Perubahan
	Capaian
	Kendala
	Strategi Antisipasi

	1.
	Manajemen Perubahan
	
	
	

	2.
	Penataan Peraturan Perundang-undangan
	
	
	

	3.
	Penataan Organisasi
	
	
	

	4.
	Penataan Tata Laksana
	
	
	

	5.
	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
	
	
	

	6.
	Pengingkatan Kualitas Pelayanan Publik
	
	
	

	7.
	Penguatan Pengawasan Internal
	
	
	

	8.
	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
	
	
	

	9.
	Pelayanan Publik
	
	
	


BAB V

PROGRAM QUICK WINS 

Quick wins, adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Quick wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (to win public’s heart). Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KKP. 

Mengingat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan proses yang terus berlangsung, maka dalam waktu dekat KKP akan melakukan berbagai langkah dan pengembangan program pelayanan, salah satunya membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Program quick wins dimaksud disusun dan dilaksanakan dengan tujuan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh publik/ masyarakat terhadap pelayanan yang ada di KKP.
BAB VI

PENUTUP

Didorong oleh semangat benah diri dan perubahan untuk mewujudkan KKP yang lebih baik, dalam kurun 2010 – 2014, proses Reformasi Birokrasi KKP telah menghasilkan berbagai perubahan serta capaian-capaian penting dan konkrit yang meliputi 8 area perubahan reformasi birokrasi. 
Merujuk amanat yang tertulis dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2015 – 2019, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), nilai tambah (value added), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem reward and punishment yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.
Secara bertahap mulai terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja pimpinan dan pegawai KKP dalam menyikapi Reformasi Birokrasi, dimana tercapai kesepakatan untuk membentuk KKP yang lebih professional, efisien, berintegritas, dan cinta tanah air. Hal tersebut membawa dampak perubahan untuk perbaikan di sektor-sektor lainnya, termasuk dalam penataan peraturan perundang-undangan, restrukturisasi organisasi KKP yang lebih tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, peningkatan akuntabilitas dan pengawasan, penataan manajemen SDM KKP, serta pemberian pelayanan publik. 

Berbagai kemajuan dan capaian yang telah diraih bukan menjadi sasaran akhir, namun sebagai penyemangat bagi KKP dan seluruh komponennya untuk terus mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah sebuah proses yang harus terus dikawal dan dilaksanakan. KKP harus berubah menjadi sebuah organisasi yang dinamis dan aktif untuk melakukan perubahan positif untuk menyikapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dengan demikian, sasaran Reformasi Birokrasi yang diharapkan akan dapat tercapai.
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